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Sudah sewajarnya bila seseorang terutama isteri mendambakan suatu
kebahagiaan terhadap suatu perkawinan yang akan ia bina, palingtidak segala yang diketahui dan didengar tentang perkawinan yangharmonis itu dapat tercapai. Sebaliknya, seseorang yang inginmenikah tidak mengharapkan rumah tangganya kacau dan berakhirdengan perceraian. Oleh karena itu diperlukan persiapan yang
mantap dan pemikiran yang kreatif sebelum seseorang memutuskanuntuk melangsungkan pernikahan (Muh. Jama Jamil, Vol. 15 Nomor 1Mei 2015: 14). Sehingga tidak terjadi perbuatan kriminalisasi dalamkeluarga bahkan yang menjadi korbannya ialah seorang isteri. Olehkarena itu perlu dilakukan reformasi hukum keluarga Islam di
Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan isteri darikorban kriminalisasi dalam keluarga.Dalam melakukan reformasi hukum keluarga tersebut tentutidak bisa lepas dari pengaruh reformasi hukum nasional di Indonesia.
Karena reformasi hukum yang dianggap memberi warna baru dalamkehidupan berbangsa dan bernegara yaitu reformasi yang
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menghasilkan empat kali perubahan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 yang membawa nuansa dalam sistemketatanegaraan Indonesia (Umbu Lily Pekuwaly, dalam MMH, Jilid 41No. 1 Januari 2012: 154). Sedangkan upaya reformasi hukum keluarga
Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman demi menciptakanketertiban masyarakat menjadi salah satu bukti nyata (AbdullahSaeed, 2014: 103). Karena eksistensi dan entitas hukum Islam,memiliki posisi penting bagi laju perkembangan masyarakatnya kedepan. Era ini tidak hanya menjadi titik tolak modernisasi
pembangunan pada masa-masa awal kemerdekaan, tetapi juga sangatterkait erat dengan proses pergulatan pemikiran hukum antara umatMuslim ketika menghadapkan nasib hukum Islam (Mahsun Fuad,2005: v). Kemudian didukung oleh faktor nilai-nilai fikih yang tidak
berdaya menyahuti perkembangan zaman, faktor sosiologis,modernisasi pembangunan dan perkembangan pemikiran hukumIslam sekarang ini (Abdul Manan, 2006: 27). Tentu dalam melakukanreformasi hukum keluarga Islam di Indonesia tidak lepas daripengaruh politik hukum.
Abdul Hakim G Nusantara, sebagaimana dikutif oleh M. IlhamF. Putuhena menjelaskan bahwa politik hukum nasional secaraharfiah diartikan sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang hendakditerapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatupemerintahan negara tertentu. Politik hukum nasional bisa meliputi:
1) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten; 2)pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadapketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, danpenciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi
tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; 3) penegasanfungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaananggotanya; dan 4) meningkatkan kesadaran hukum masyarakatmenurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakaan (M. Ilham F.Putuhena, Vol. 2 Nomor 3, Desember 2013: 384).
Politik hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuanhukum yang diproduknya karena tujuan hukum yang sesungguhnyaperlu penjabaran struktur yuridis perundang-undangan dalamhubungannya dengan nilai-nilai Ilahiah dan Falsafah Pancasila sertaUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Karena merupakan konsekuensi konstitusional agar tidak timbulanarki hukum dan tumpang tindih hukum baik legalitaspemberlakuan maupun interprestasinya (Fathul Aminudin Aziz, Vol 1No. 1 Januari-Juni 2007: 163).
Dari uraian di atas, tulisan ini membatasi permasalahan utamayaitu hanya menganalisis apa alasan reformasi hukum keluarga,acuan dari reformasi hukum keluarga dan ruang lingkup reformasihukum keluarga.
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Alasan Reformasi Hukum KeluargaDi Indonesia dalam catatan sejarah, isu pembaruan hukum keluargatelah muncul sejak lama, sebelum kemerdekaan diraih. Pada momenKonggres Perempuan 1928, isu ini muncul karena banyaknya kasus
yang menimpa kaum perempuan selama dalam kehidupanperkawinan. Seperti, terjadinya perkawinan di bawah umur, kawinpaksa, poligami, talak yang sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak perempuan, dan sebagainya. Pada 1937 pemerintah kolonialBelanda lalu menyusun rancangan undang-undang perkawinan
modern yang disebut Ordonansi Pencatatan Perkawinan. Langkah inidiambil atas desakan kuat dari organisasi-organisasi perempuan yangada saat itu. Ordonansi Pencatatan Perkawinan ini berlaku bagipenduduk pribumi, Arab, dan Asia bukan Tionghoa, yang ada di
Indonesia. Hebatnya, ordonansi ini menetapkan aturan monogamiserta memberi hak cerai yang sama pada perempuan dan laki-laki.Meski begitu, ordonansi ini hanya diberlakukan bagi mereka yangmemilih aturan pencatatan atas pernikahannya.Upaya pembaruan hukum keluarga itu terus bergulir hingga
tahun 1974. Oleh sejumlah tokoh dalam sebuah public hearing denganDewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat itu, diajukan tuntutan segeradibentuknya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan,yang di dalamnya harus mengatur hal-hal antara lain: pertama;adanya kata sepakat dari calon suami dan istri untuk mencegah kawin
paksa; kedua; ditetapkannya batas umur minimum untuk kawin,mengingat pentingnya kesejahteraan keluarga dalam suatuperkawinan; ketiga; Perkawinan berasaskan monogami denganpengecualian yang sangat ketat; keempat; persamaan hak dalam
mengajukan perceraian antara suami dan istri; dan kelima;pembagian harta benda bersama secara adil bila terjadi suatuperceraian (http://www.rahima.or.id/index.php, diakses tanggal 26November 2016).Salah satu hal penting dalam hukum keluarga adalah hukum
perkawinan itu sendiri. Hukum keluarga ini dibagi dalam dua bagian.Pertama, hukum perkawinan yaitu keseluruhan peraturan yangberhubungan dengan suatu perkawinan. Kedua, hukum kekayaandalam perkawinan, yaitu keseluruhan peraturan yang berhubungandengan harta kekayaan suami dan istri di dalam perkawinan. Terkait
isu-isu hukum keluarga, secara terperinci menurut Tahir Mahmoodminimal ada 13 (tiga belas) isu yang penting mengalami perubahandalam sebuah hukum keluarga. Isu penting tersebut antara lain,definisi perkawinan; batas usia minimal perkawinan; peran wali bagi
perempuan dalam perkawinan; pencatatan perkawinan; kemampuanekonomi dalam perkawinan; poligami; nafkah keluarga; pembatasanhak cerai suami; hak-hak dan kewajiban suami istri setelahperceraian; kehamilan dan implikasinya; hak ijbar orang tua;pembagian dan jumlah hak waris; wasiat wajibah dan isu wakaf
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(http://www.rahima.or.id/index.php, diakses tanggal 26 November2016).Di Indonesia sendiri, setidaknya menurut Komnas Perempuandalam konsultasi nasional tentang hukum keluarga, ada 4 (empat) isu
penting terkait penerapan hukum keluarga (Islam). Pertama;perceraian. Tentang perceraian, di antara penyebabnya adalah praktikpoligami suami, perselingkuhan, masalah pemenuhan kebutuhanekonomi, pernikahan dini, perbedaan keyakinan politik antara suami-istri, serta masalah beda agama dalam ikatan pernikahan. Dalam data
Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia sendiri, poligamimenyumbang angka yang cukup besar terhadap perceraian. Istribiasanya akan memilih bercerai daripada dijadikan istri kedua.Kedua; perkawinan. Terkait perkawinan ada beberapa isu sensitif
yang rentan membuat perempuan kehilangan hak-haknya. Isutersebut adalah nikah sirri, nikah mut’ah, poligami, usia nikah,nafkah, kepemimpinan perempuan dalam keluarga, perkawinan bedaagama, kawin ’cinta buta’, persoalan wali nikah, mahar (mas kawin),saksi nikah, wali mujbir (wali nasab yang berhak memaksakan
kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpaijinnya), nusyuz, dan pencatatan perkawinan. Ketiga; hak waris.Sejumlah masyarakat muslim mengakui ada teks-teks Alquran yangbelum bisa mengakomodir kepentingan perempuan dalam persoalanwaris. Nilai-nilai sosial budaya di masyarakat juga masih
memprioritaskan laki-laki dibanding perempuan dalam hal pembagianperan dan haknya. Inilah yang jadi akar masalah dalam kontekspemaknaan keadilan atas pembagian hak waris antara lelaki danperempuan. Padahal, realitas menunjukkan bahwa perempuan juga
memiliki kontribusi yang besar bagi ekonomi keluarga. Keempat;terkait perwalian anak muncul beberapa permasalahan antara lain,usia nikah anak; pemberian nafkah untuk anak; masalah status anakdi luar nikah; serta hak asuh anak dan hak anak angkat. Persoalanmuncul, khususnya dalam perkawinan dimana anak berada dalam
situasi perceraian orang tua atau anak dari single parent, yang masihharus diwalikan kepada wali hakim karena ibu tidak bisa menjadiwali nikah. Dalam situasi perceraian, seringkali si ibu-lah yang secarade-facto bertanggung jawab membesarkan dan menghidupi anaknya;dan suami seolah menjadi hilang beban tanggungjawabnya
(http://www.rahima.or.id/index.php, diakses tanggal 26 November2016). Perkembangan hukum Islam bidang keluarga di Indonesiacukup terbuka disebabkan antara lain oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau konstitusi sendirimemang mengarahkan terjadinya pembaharuan atau pengembanganhukum keluarga, agar kehidupan keluarga yang menjadi sendi dasarkehidupan masyarakat, utamanya kehidupan wanita, isteri, ibu dan
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anak-anak di dalamnya, dapat terlindungi dengan ada kepastianhukumnya (Abdul Aziz MK, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2014: 3).Hukum keluarga selalu merupakan subjek yang sensitif, karenamengatur hubungan terdekat antara laki-laki, perempuan dan anak.
Di banyak negara, hukum keluarga adalah satu-satunya bidanghukum yang mempertahankan hubungan dengan fiqih, sehingga telahmenjadi simbol identitas kolektif Islam. Bisa dipahami jika paraMuslim amat peka terhadap kritik dari luar atas hukum-hukumtersebut, dan bersikap curiga terhadap reformasi yang berlawanan
dengan makna yang kasat dari perkataan Tuhan (Laporan mengenaiproyek Hukum Keluarga Islam Oslo Coalition, Mei 2013: 10).Meskipun perkembangan hukum keluarga secara internasionaldiakui sejak tahun 1970-an, ada 2 (dua) perkembangan besar yang
saling berlawanan. Pertama, kesetaraan perempuan telah ditegaskandalam hukum internasional melalui konvensi perempuan PBB(CEDAW), yang telah ditandangani hampir semua negara Islam.Namun, kedua, kebangkitan gerakan politis yang menuntut“Islamisasi” atas negara dan hukumnya telah menghambat, bahkan
memundurkan perjuangan untuk kesetaraan perempuan (Laporanmengenai proyek Hukum Keluarga Islam Oslo Coalition, Mei 2013:11).
Acuan Reformasi Hukum Keluarga
Yang menjadi acuan bagi Indonesia untuk melakukan reformasihukum keluarga, yaitu Indonesia sebagai negara anggota PBB yangtelah meratifikasi konvensi perempuan PBB (CEDAW) sebagaimanadiatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984, Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga, maka pemerintah Indonesia berkewajibanmengejewantahkan butir-butir pelaksanaan konvensi. Komitmennegara peserta konvensi dalam tingkat pelaksanaan di negaranya
menjadi sangat penting menjadi sangat penting agar konvensitersebut tidak sekedar komitmen di atas kertas yang tak bergigi. Olehkarena itu, pemerintah Indonesia harus mencegah terjadinya segalabentuk diskriminasi terhadap perempuan (Muhammad Ishar Helmi,Vol. I No 2 Desember 2014: 321).
Pembentukan hukum keluarga di Indonesia, dalam artipembangunan hukum nasional sesungguhnya telah berlangsung sejaktahun 1970-an dan sampai saat ini belum dilakukan evaluasi secaramendasar dan komprehensif terhadap kinerja model hukum sebagai
sarana pembaharuan masyarakat. Selama ini ukuran keberhasilanpembangunan hukum selalu dilihat dari segi jumlah produk hukumyang telah dihasilkan oleh lembaga yang berhak mengesahkanundang-undang. Dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, dapatdisimpulkan bahwa hukum yang berlaku saat ini sangat dipengaruhi
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oleh kekuatan politik; paling tidak dapat dilihat dalam aspek politikhukum nasional. Demikian pula halnya dengan hukum Islam diIndonesia, ia senantiasa berada dalam pengaruh kekuatan politik.Oleh karena itu, konfigurasi pembentukan hukum Islam di Indonesia
selalu diiringi dengan verted interest politik. Di Indonesia, prosespembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional ditandai denganmasuknya beberapa aspek Islam ke dalam undang-undang, baik yanglangsung menyebutkannya dengan istilah hukum Islam, maupun yang
tidak menyebutkan langsung (Sirajudin, Vol. 14, No. 2, Desember
2015: 160).
Setelah Indonesia merdeka dan pada awal-awalkemerdekaannya, ada upaya dari pemerintah untukmenasionalisasikan produk hukum warisan pemerintah Hindia
Belanda. Hal ini terbukti dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yangmerupakan penyatuan dari seluruh staatsblaad (stbl) tentangpencatatan nikah, talak, dan rujuk yang ada sebelumnya. Undang-Undang ini hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, yang
kemudian diperluas berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 (Nety
Hermawati, Vol. 11 Nomor 1  Juni  2015: 36).
Pada masa orde baru, penyusunan peraturan perundang-
undangan tentang perkawinan merupakan kelanjutan dari usaha dimasa orde lama. Tahun 1966, MPRS dengan ketetapan No.XXVIII/MPRS/1966 menyatakan dalam Pasal 1 ayat (3), bahwa perlusegera diadakan Undang-Undang tentang perkawinan. Pada tahun1967 dan 1968, pemerintah menyampaikan dua buah rancangan RUU
kepada DPRGR, yaitu (1) RUU tentang pernikahan Umat Islam; (2)RUU tentang ketentuan pokok Perkawinan. Namun kedua RUU tidakmendapat persetujuan DPRGR karena ada salah satu fraksi yangmenolak dan dua fraksi abstain, meskipun sisanya (13 fraksi)menerima (Asro Sostroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, 1978: 10).
Sementara itu, beberapa organisasi tetap menginginkan,bahkan mendesak pemerintah untuk kembali mengajukan RUUtentang perkawinan. Ikatan Sarjana Wanita Indonesia dalamsimposiumnya tanggal 29 Januari 1972 menilai tentang materi hukum
perkawinan antara lain sebagai berikut: pertama; makin dirasakanmendesaknya keperluan akan Undang-Undang perkawinan. Kedua;simposium mencatat adanya perkembangan pendekatan yang besardalam asas-asas perkawinan di antara berbagai umat beragama,sehingga diharapkan dalam pembentukan Undang-Undang
perkawinan nanti soal materi tidak lagi merupakan problem pokok.Ketiga; yang masih menjadi halangan adalah belum adanyakesesuaian mengenai sistem antara differensiasi atau unifikasi.
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Ruang Lingkup Reformasi Hukum KeluargaPerangkat hukum keluarga yang adil gender memang dirasakanmenjadi kebutuhan masyarakat di Indonesia. “Kemauan politik”pemerintah untuk membuat perubahan hukum keluarga, baik di
tingkat Mahkamah Agung, Departemen Agama dan Presiden memangsudah ada. Mahkamah Konstitusi di Indonesia bahkan sudah mulaimembuka ruang-ruang untuk membuka kembali diskusi-diskusimenyoal hukum keluarga yang ada. Kebijakan hukum nasionalsebagaimana sudah dijelaskan pada bagian terdahulu yaitu Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam RumahTangga, KUHP, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentangCEDAW, Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, adalah seperangkat hukum yang bisamenjadi peluang untuk mendukung ke arah gerakan pembaruan.Beberapa yurisprudensi bahkan diakui sudah mulai mempersulitruang-ruang untuk praktik-praktik poligami.Hal tersebut di atas sejalan dengan pemikiran Al-Shatibi,
karena Ia menempatkan keluarga dalam lingkaran pertama sebagaikebutuhan yang mendasar, alami. Norma hukum ada dalam lingkarankedua, misalnya hukum yang mengatur pernikahan, perceraian, danwarisan, dibutuhkan untuk melindungi keluarga. Norma ini bukanmerupakan kebutuhan mendasar. Preferensi sosial (lingkaran ketiga),
seperti pasangan menikah yang berada dalam kedudukan sosial yangsetara (kafa’a), atau pemberian mahar yang pantas (mahr al-mithl),adalah penyempurnaan yang membantu menempatkan norma-normahukum tersebut dalam budaya lokal.
Kini, kesetaraan manusia dipandang sebagai hal yang esensialbagi keadilan, namun ini menyisakan banyak ruang bagi pandanganyang berbeda tentang cara yang paling adil untuk mengakomodasiperbedaan. Dalam apa yang disebut Anver Emon sebagai “paradokskesetaraan”, kesetaraan bukan hanya soal perlakuan yang sama,
namun juga memperlakukan orang yang berbeda dengan cara yangberbeda jika perlakuan yang sama adalah tidak adil. Dengan memilihkeadilan sebagai kesetaraan gender di muka hukum, maka Muslimmodern tidak mengimpor paket solusi hukum yang siap pakai. Maknakeadilan tetap harus disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya
yang berbeda. Dengan kata lain, hukum keluarga Islam yang seragamdan tidak berubah tidak mungkin ada: suatu hukum yang mampumemastikan keadilan dalam satu konteks bisa saja menjadi penyebabketidakadilan di masa dan konteks lainnya (Laporan mengenai proyek
Hukum Keluarga Islam Oslo Coalition, Mei 2013: 11).Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinantelah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yangkhusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Masyarakatmembutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan. Aturan
NURANI, VOL. 17, NO. 1, JUNI 2017: 15 - 26
22
perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undangyaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturanpelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975. Undang-undang ini merupakan hukum materiil dari
perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadipedoman bagi hakim di lembaga Peradilan Agama adalah Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskanmelalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam (Diolah dari Wirjono Prodjodikoro, 1974: 7).Hukum Materil yang selama ini berlaku di lingkungan
Peradilan Agama ialah Hukum Islam yang dalam garis besarnyameliputi bidang-bidang hukum Perkawianan, Kewarisan, danPerwakafan yang tersebar dalam kitab-kitab fiqih yang beredar diIndonesia yang dijadikan pedoman hukum tersebut bersumber pada13 buah kitab fiqih yang semuanya bermadzab Syafi’i (Abdurrahman,
1995: 1).Fenomen ketidakadilan terhadap kaum perempuan dapatterjadi kapan saja dan dimana saja, baik di sektor publik maupundomestik, di ruang sosial maupun pribadi. Pandangan sebagianmasyarakat, bahkan sebagian ulama fiqih menjelaskan bahwa
perempuan merupakan makhluk kedua setelah laki-laki dalamwilayah publik dan domestik. Hal ini merupakan sebuah ironi danbentuk konkret dari ketidakadilan gender, serta merupakankesenjangan antara tujuan syariat sebagai cita-cita ideal dengan
pemahaman sebagian ulama maupun umat sebagai realitas kehidupandalam memandang perempuan (Khairi, Vol. 4, Nomor 1, Januari-Juni2009: 28).Konsep Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadis padadasarnya menempatkan perempuan sederajat dengan laki-laki dalam
kehidupan dan kedudukannya di hadapan Tuhan karena yangmembedakan mereka adalah ketaqwaan, sebagaimana dijelaskandalam Q.S. al-Hujjarat ayat 13.Nikah siri adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat inimasih banyak terjadi di negara Indonesia. Memang, masalah nikah
siri ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang,karena mereka menikah tanpa sepengatahuan pihak berwenangtersebut elihat makin maraknya fenomena nikah siri, pemerintahberkeinginan untuk memberikan fatwa hukum yang tegas terhadap
pernikahan siri.Sebagaimana penjelasan Nasaruddin Umar, Direktur BimasIslam Depag, Rancangan Undang-Undang ini akan memperketatpernikahan siri, kawin kontrak, dan poligami. Dalam RancanganUndang-Undang Peradilan Agama tentang Perkawinan (RUUPAP)
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yang mengatur sejumlah perkara yang belum ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diantaranyahukum perkawinan bawah tangan atau nikah siri, perkawinankontrak dan hukum waris untuk ahli waris kaum perempuan.
Mengenai nikah siri, menurut Nasaruddin, siapapun yangmenikahkan atau menikah tanpa dicatatkan dikenai sanksi pidana 3bulan penjara dan denda Rp 5 juta. Sedangkan penghulu yangmenikahkannya mendapat sanksi pidana 1 tahun penjara. PegawaiKantor Urusan Agama (KUA) yang menikahkan tanpa syarat lengkap,
juga diancam denda Rp 6 juta dan 1 tahun penjara.Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang urgent,bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harusdilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi
bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yangbersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagimasyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalamsuatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengajadipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan,
terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik. Dengan adanyasurat bukti tersebut, maka secara hukum dapat dicegah terjadinyasuatu perbuatan lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwameskipun ketentuan pencatatan perkawinan hanya merupakanpersyaratan administratif, namun ketentuan ini memiliki pengaruh
yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya,khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum(Kamal Muchtar, No. 56 Tahun 1994: 14-15).Mukti Arto menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah
bila memenuhi 2 (dua) persyaratan. Pertama, memenuhi ketentuanhukum materil, dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunmenurut hukum Islam. Kedua, memenuhi ketentuan hukum formil,yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan materil,
dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sementara perkawinanyang hanya memenuhi syarat formil, dapat dibatalkan. Dengandemikian, perkawinan baru dianggap sempurna, jika telah memenuhisyarat dan rukun hukum Islam dan telah dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah yang berwenang (Mukti Arto, 1999: 64-65).
Alquran telah menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuahikatan yang sepantasnya didasarkan pada cinta, kasih-sayang, danketenangan; bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan yang kokoh“mitsaqan ghalidza” yang tidak bisa dicampur-aduk dengan praktik-
praktik kekerasan dan pelecehan terhadap harkat kemanusiaan.Harapannya, dengan hukum keluarga (yang nantinya terbarui)tersebut, semua pihak dapat menyelami kembali makna serta prosessebuah perkawinan agar tujuannya betul-betul tercapai.
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Beberapa upaya pembaruan hukum keluarga di Indonesia padadasarnya telah dilakukan. Dalam pergerakan sosial sendiri, untukmenciptakan hukum keluarga yang adil dan setara gender, telah ada 3ranah penting yang disasar.Pertama; tingkat negara. Segenap elemen masyarakat telahmendorong pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahansubstansi hukum pada kebijakan yang tidak berkeadilan gendermenjadi sensitif gender; Peningkatan pengetahuan dan kualitaspelayanan aparat penegak hukum yang setara gender juga perlu
dilakukan; serta adanya ketegasan dalam penegakan sanksi hukumyang selama ini masih terasa kurang.Kedua; tingkat masyarakat. Upaya penyebaran pengetahuanmelalui pendidikan, media informasi, dan keberanian masyarakat
sendiri untuk memperoleh keadilan jadi fokus utamanya di sini. Peranlembaga masyarakat dan lembaga pendidikan juga sangat pentinguntuk mendukung ‘keberanian’ masyarakat tersebut.Ketiga; tingkat ulama atau religious leaders. Adanya good willatau keinginan kuat dari para ulama untuk membantu proses-proses
dan sistem hukum yang adil gender akhir-akhir ini dijadikan peluanguntuk mencapai cita-cita hukum keluarga yang lebih adil. Sejumlahulama, misalnya, sebisa mungkin diupayakan dapat memberi latarbelakang pemikiran yang bersifat reinterpretasi atas teks-teks klasik,termasuk Alquran-Hadis. Selain itu, ulama juga diharapkan dapat
melakukan sosialisasi kepada umatnya.
Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:
yang menjadi alasan dilakukannya reformasi hukum keluarga, sebagaiberikut; pertama; alasan perkawinan, kedua; alasan perceraian,ketiga; hak warisa dan keempat; perwalian anak. Kemudian yangmenjadi acuan dalam melakukan reformasi hukum keluarga  yaitukonvensi perempuan PBB (CEDAW) sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984, Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Sedangkan ruang lingkup reformasi hukum keluarga yaitu pertama;negara, kedua; masyarakat dan ketiga; ulama atau religious leaders.
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